
 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan
1
. Persoalan 

penyandang disabilitas tetap menjadi salah satu isu penting yang perlu 

mendapatkan perhatian pemerintah, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka. 

Secara umum, penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dalam 

berbagai aspek, termasuk tingkat pendidikan, peluang pekerjaan, akses kesehatan, 

sosial dan kesejahteraan. Diskriminasi muncul ketika individu diperlakukan atau 

diberikan peluang secara tidak setara. Contohnya, terdapat ketidaksetaraan di 

hadapan hukum, perlakuan, peluang pendidikan dan sebagainya. Tindakan 

diskriminatif atau ketidaksetaraan terjadi ketika situasi yang sama diperlakukan 

dengan cara yang berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara 

yang sama
2
. 

Para penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja karena mereka 

adalah warga negara dan manusia yang memiliki kebutuhan hidup. Sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusial Pasal 9l ayat (1l) menyatakan bahwa setiapl orang berhakl untuk lhidup, 
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mempertahankan hidupl dan meningkatkanl taraf hidupnya
3
. Hakl warga negaral 

untuk memperoleh pekerjaanl juga diatur dalaml Undang-Undangl Dasar Negaral 

Republik Indonesial Tahun 1945l Pasal 27l ayat (2l), yang menyatakan bahwa tiapl-

tiap wargal negara berhakl atas pekerjaanl dan penghidupanl yang layakl bagi 

lkemanusiaan. Pasal 28D Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial 

Tahun 1945 lebih lanjut menyatakanl bahwa setiap orangl berhak untukl bekerja 

dan mendapatkan imbalan sertal perlakuan yang adil dan layakl dalam hubunganl 

kerja. 

Ketentuanl-ketentuan tersebut menunjukkanl bahwa negaral menjamin hak 

semua warga lnegara, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh 

pekerjaan dan imbalan yang layak. Selain itu, Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 

2003 tentangl Ketenagakerjaan Pasal 67 menegaskanl bahwa pengusahal yang 

mempekerjakanl penyandang disabilitasl wajib memberikanl perlindungan sesuail 

dengan tingkatl kecacatannya
4
. Perlakuan khususl ini dapat dianggapl sebagai 

langkah untukl memaksimalkan lpenghormatan, pemajuan, perlindunganl dan 

pemenuhan hakl asasi manusial secara universal
5
. Perlindungan dalaml Undang-

Undangl Nomor 8l tahun 2016l tentang Penyandangl Disabilitas. Undangl-Undang 

Penyandangl Disabilitas mempunyail hal-hall yang berbedal dari undangl-undang 

lsebelumnya. Hal yangl signifikan adalahl dalam Undangl-Undang Penyandangl 

Disabilitas lebihl mengutamakan pemberdayaanl dan perlindunganl hak-lhak. 

Dalam undangl-undang lini, hak-hakl dalam lbekerja, berwirausaha danl berkoperasi 

adalah sebagail berikut:  
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a) Hakl untuk bekerjal di sektorl pemerintahan maupunl swasta;  

b) Hakl memiliki upahl yang samal dalam jenisl pekerjaan danl jabatan yangl 

sama denganl bukan pekerjal penyandang ldisabilitas; 

c) Hakl mendapatkan akomodasil yang llayak;  

d) Hakl tidak diberhentikanl karena alasanl disabilitas; 

e) Hakl untuk mendapatkanl jenjang karir;  

f) Hakl diperlakukan denganl adil danl bermartabat;  

g) Hakl untuk memajukanl usaha, memilikil pekerjaan sendiril dan 

berwirausaha
6
. 

Selain hak- hak diatas, pengusaha juga berhak memberikan bentukl 

perlindungan yangl dapat diberikanl berupa kepastianl hukum sebeluml berangkat 

padal keadilan itul sendiri, misalnyal aturan dasarl terkait lamal waktu kerjal 

perjanjiannya ataul kontrak lkerja, jam listirahat, jam lpulang, hari llibur, lembur, 

hinggal upah yangl dibayarkan. Inil semua merupakanl perwujudan untukl mengakui 

hakl setiap pekerjal yang jugal merupakan manusial dan harusl diperlakukan secaral 

manusiawi sesuail dengan kemampuanl baik mentall dan fisikl hingga 

intelektualnya
7
. 

Dalam hubungan pekerja dengan perusahaan juga dihubungkan dengan 

hubungan kerja yang merujuk pada interaksi antara pekerja dan perusahaanl 

setelah terbentuknya perjanjianl kerja yangl melibatkan unsur lpekerja, perintah dan 

lupah. Perjanjian kerjal sendiri merupakan kesepakatanl antara pekerjal dan 

perusahaan atau pemberil kerja, yangl mencakup syarat-syaratl kerja, hakl dan 

kewajibanl yang telahl disetujui olehl kedua belahl pihak.     
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Dalaml dunia lkerja, hubungan kerjal antar karyawanl dan pemimpinl 

sangatlah pentingl untuk mewujudkanl keberhasilan suatul perusahaan. Hubunganl 

kerja berprinsipl pada kepentinganl bersama antaral pihak organisasil dengan 

karyawanl maupun antarl karyawan
8
.  Perjanjian kerjal merupakan salahl satu 

turunanl dari perjanjianl yang dimana masingl-masing memilikil ciri khususl yang 

membedakanl dengan yangl lainnya, yang keseluruhanl bentuk perjanjianl harus 

memilikil asas lhukum, sahnya suatul perjanjian, subjekl serta objekl yang 

ldiperjanjikan. Dalam sebuahl syarat berkontrakl masing-masingl pihak harusl 

memenuhi antaral hak danl kewajiban yangl tercantum dalaml asas kebebasanl 

berkontrak yaitul seberapa jauhl pihak-pihakl dapat mengadakanl perjanjian, 

hubunganl-hubungan apal yang terjadil antara merekal dalam perjanjianl serta 

seberapal jauh hukuml mengatur hubunganl kedua belahl pihak. Pasal 1601 a KUH 

Perdata memberikanl pengertian sebagail berikut: “Perjanjianl kerja adalahl suatu 

perjanjianl dimana pihakl ke-1l (satu) pekerjal mengikatkan dirinyal untuk dibawahl 

perintah pihakl yang llain, si majikanl untuk suatul waktu tertentul melakukan 

pekerjaanl dengan menerimal upah”. Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 

Tentangl Ketenagakerjaan, Pasall 1 angkal 14 memberikanl pengertian yaknil 

“Perjanjian kerjal adalah suatul perjanjian antaral pekerjal dan pengusahal atau 

pemberil kerja yangl memuat syaratsyarat kerjal hak danl kewajiban kedual belah 

lpihak”
9
. 

Perjanjianl kerja dapatl memiliki jangkal waktu tertentul (PKWT) ataul jangka 

waktul tidak tertentul (PKWTT) memilikil syarat kesepakatanl kedua belahl pihak, 
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kecakapanl para pihakl melakukan perbuatanl hukum, adanyal pekerjaan yangl 

diperjanjikan; danl pekerjaan yangl diperjanjikan tidakl bertentangan denganl 

ketertiban lumum, kesusilaan, danl peraturan perundangl undangan yangl berlaku. 

memenuhil semua persyaratanl tersebut, makal perjanjian kerjal dianggap tidakl sah 

danl batal demil hukum
10

. 

Adapun perjanjianl kerja yangl  disepakati antara seorang pekerjal dan 

perusahaanl yang mengatur hubungan lkerja, hak dan kewajiban keduanya. 

Berdasarkan durasi atau waktu yang ditentukan, perjanjian kerja dapat dibagi 

menjadi dua jenis utama: tertentul dan tidakl tertentu. 

1. Perjanjianl Kerja Tertentul 

Dalam perjanjianl kerja tertentu, durasi atau waktu kerja sudah ditentukan 

dengan jelas. Artinya, hubunganl kerja antaral pekerja dan majikanl berlangsung 

untuk jangka waktul tertentu atau untuk pekerjaanl tertentu. Perjanjian ini bisa 

berakhir setelah masa kerja yang telah ditetapkan berakhir atau setelah tugas 

tertentu diselesaikan. 

2. Perjanjianl Kerja Tidakl Tertentu 

Dalam perjanjianl kerja tidakl tertentu, tidak ada batasan waktu yang jelas 

atau spesifik yang menentukan berakhirnya hubungan kerja. Pekerja bisa terus 

bekerja dengan perusahaan sampai salah satu pihak mengakhiri kontraknya atau 

sampai kondisi yang mengakhiri hubungan kerja terjadi. 

Perlu diingat juga bahwa setiap negara memiliki peraturan hukum yang 

berbeda mengenai jenis-jenis perjanjian kerja dan ketentuan yangl mengatur 

hubunganl kerja antaral pekerja danl perusahaan. Pengusaha harus menciptakan 
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rasa adil pada pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan yang tertera padal 

Undang-Undangl Nomor 6l  Tahun 2023l tentang ciptal kerja “bahwal untuk 

mewujudkanl tujuan pembentukanl Pemerintah Negaral Indonesia danl mewujudkan 

masyarakatl Indonesia yangl sejahtera, adill dan makmurl berdasarkan Pancasilal 

dan Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945, Negaral 

perlu melakukanl berbagai upayal untuk memenuhil hak wargal negara atasl 

pekerjaan danl penghidupan yangl layak bagil kemanusiaan melaluil cipta lkerja”
11

. 

Dan tertera juga pada ketentuan Pasall 88 diubahl sehingga berbunyil sebagai 

lberikut: 

1. Setiapl pekerja berhakl atas penghidupanl yang layakl bagi lkemanusiaan. 

2. Pemerintahl Pusat menetapkanl kebijakan pengupahanl sebagai salahl satu 

upayal mewujudkan hakl pekerjal atas penghidupanl yang layakl bagi 

kemanusiaan
12

. 

Keterjaminan kesamaanl kedudukan, hakl dan kewajibanl bagi penyandangl 

cacat hanyal dapat terwujud apabilal aksesibilitas tersedia, artinya, penyandang 

cacat perlu diberikan kemudahan untukl mencapai kesamaanl peluang dalam 

meraih kesamaanl kedudukan, hakl dan lkewajiban. Oleh karena itu, perlul 

dilakukan upaya untuk menyediakan aksesibilitasl bagi penyandangl cacat. Denganl 

upaya ltersebut, diharapkan penyandangl cacat dapatl sepenuhnya terintegrasikan 

dalam mencapai tujuanl pembangunan nasionall secara menyeluruh, serta 

meningkatkanl kesejahteraan sosiall mereka secara khusus. Realisasi kesamaan 

peluang dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas yang dapat dilakukan baik 

olehl Pemerintah maupunl masyarakat. Dalaml pelaksanaannya, langkah ini disertail 
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dengan usaha meningkatkan kesadaranl dan tanggungl jawab masyarakatl terhadap 

keberadaanl penyandang lcacat, yang merupakanl elemen krusial dalam upaya 

pemberdayaanl penyandang cacat
13

. 

Salah satu fenomenal yang terjadil dimasyarakat sepertil contoh kasusl 

dibawah lini: Penyandang disabilitasl fisik yangl menjadi klienl dalam penelitianl 

yakni YSl (Yani Septianil). dimana YSl berusia 35l Tahun. Menurutl Badan Pusatl 

Statistik (BPSl) Tahun l2022, usia produktifl berada dil usia 15l tahun sampail 

dengan usial 64 ltahun, dimana mampul menghasilkan barangl atau ljasa. Kriteria 

lainnyal adalah YSl memiliki derajatl disabilitas (Tidakl mampu berbicaral dan tidakl 

bisa mendengarl), namun masihl mampu bekerjal dengan baikl dibandingkan 

denganl penyandang disabilitasl fisik yangl lainnya. Dalaml konteks Permasalahanl 

Ketenagakerjaan, putusanl mengenai Hakl ART Disabilitasl menjadi pentingl untuk 

menyelesaikanl sengketa antaral majikan danl asisten rumahl tangga. ARTl yang 

dirugikanl (tidak digajil oleh majikanl selama delapan bulan)
14

.  

Dengan demikian, pekerja yang disabilitas dapat diterima bekerja dan tentu 

saja mempunyai perlindungan hukum serta memiliki hak untuk memperolehl hak-

haknyal sesuai denganl ketentuan Undangl-undang cipta kerja. Namun,  pekerja 

disabilitas juga sering dianggap kecil oleh beberapa orang karena memiliki 

keterbatasan fisik yang mereka punya. Meskipun perlindunganl hukum bagil 

pekerja yang disabilitasl sudah diatur di dalaml menjalankan pekerjaan atau 

undang-undangl ketenagakerjaan baik itu mengenai upah, waktu kerja, cuti dan 
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lain sebagainya. Dalam praktiknya, ada beberapa pihak pihak perusahaan tidak 

memberi upah sesuai kepada pekerja yang disabilitas dan tidak melaksanakan. 

Penyandang disabilitas tetap dilindungi oleh hukum dalam paragraf 1 pasall 

67 ayatl (1) undangl-undang nomor 6 tahunl 2023 yang lberbunyi, “Pengusaha yangl 

mempekerjakan Tenagal Kerja penyandangl disabilitas wajib memberikanl 

perlindungan sesuail dengan jenisl dan derajatl kedisabilitasan”
15

. 

Berdasarkanl latar belakangl diatas makal penulis tertarikl untuk melakukanl 

penelitian menyangkut perlindunganl hukum terhadapl pekerja denganl judul 

“Tinjauan  Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas 

(Informal) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl yang telahl diuraikan dil latar belakangl diatas, penulis 

merumuskanl masalah untukl mempermudah pembahasanl dari materil-materi 

pokok penulisanl skripsi lini. Maka rumusanl permasalahan inil sebagai lberikut: 

1. Apa Perlindunganl Yang Diberikan Terhadap Pekerjal (Informal) Disabilitas 

Menurut Undang-Undangl Nomor 6l Tahun 2023l Tentang Ciptal Kerja? 

2. Bagaimanal Tindakan Hukum Terhadapl Pekerja (Informal) Disabilitas Yang 

Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undangl Nomor 

6 Tahunl 2023 Tentang Ciptal Kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanl uraian rumusan masalahl diatas maka yang menjadi tujuanl 

penelitian dalam penulisan skripsi ladalah: 
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1. Untukl mengetahui perlindungan yang diberikan terhadap pekerja (Informal) 

disabilitas menurut undang-undangl nomor 6 tahunl 2023 tentangl cipta lkerja; 

2. Untukl mengetahui bagaimanal tindakan hukum terhadapl pekerja (Informal) 

disabilitas yang tidak mendapatkan perlindungan hukum menurut undang-

undangl nomor 6 tahunl 2023 tentang ciptal kerja;  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitianl ini diharapkanl bermanfaat, baik dari segil teoritis maupunl dari 

segi lpraktis. Manfaat penelitian inil adalah sebagai berikut: 

1) Manfaatl Teoritis 

Penelitianl ini diharapkanl dapat memberikanl sumber pemikiranl dan 

pemahamanl dalam pengembanganl ilmu hukuml khususnya didalaml bidang 

Hukuml Perdata dalaml hal tentangl perlindungan hukuml terhadap pekerja 

yang disabilitas; 

2) Manfaatl Praktis  

 Sebagail bahan masukanl kepada lmasyarakat, aparat penegakl hukum danl 

pihak-pihakl tertentu yangl mempunyai kepentinganl yang samal dalam 

Hukuml Perdata dil Indonesia. Selainl itu, dapatl juga sebagail bahan masukanl 

bagi pemerintahl terkait perlindunganl hukum terhadap perkerja yang 

disabilitas.  

3) Manfaatl Bagi Penulisl 

 Hasill Penelitian inil diharapkan dapatl memperdalam wawasanl penulis 

dalaml  ilmu hukuml perdata tentangl perlindungan hukuml terhadap pekerja 

disabilitas (informal) menurut undang- undangl nomor 6 tahunl 2023 tentang 

ciptal kerja. Selain litu, sebagai salahl satu syaratl untuk memperolehl gelar 



Sarjanal Hukum (SHl) Program Studil Ilmu Hukuml bagian Hukuml Perdata 

Dil Universitas HKBPl Nommensen lMedan. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Denganl hadirnya hukuml dalam kehidupanl bermasyarakat, bergunal untuk 

mengintegrasikanl dan mengkoordinasikanl kepentingan-kepentinganl yang biasal 

bertentangan antaral satu samal lain. Makal dari litu, hukum harusl bisa 

mengintegrasikannyal sehinggabenturan-benturanl kepentingan itul dapat ditekanl 

seminimal lmungkin. Pengertian terminologil hukum dalaml Bahasa Indonesial 

menurut KBBIl adalah peraturanl atau adatl yang secaral resmi dianggapl mengikat, 

yangl dikukuhkan olehl penguasa ataupunl pemerintah, undangl-undang, lperaturan, 

dan sebagainyal untuk mengaturl pergaulan hidupl masyarakat, patokanl atau kaidahl 

tentang peristiwal alam ltertentu, keputusan ataul pertimbangan yangl ditetapkan 

olehl hakim dalaml pengadilan ataul vonis
16

. 

Denganl kata lainl perlindungan hukuml sebagai suatul gambaran daril fungsi 

lhukum, yaitu konsepl dimana hukuml dapat memberikanl suatu lkeadilan, 

ketertiban, lkepastian, kemanfaatan danl kedamaian. Adapunl pendapat yangl 

dikutip daril beberapa ahlil mengenai perlindunganl hukum sebagail berikut : 

1. Menurutl Satjipto Rahardjo perlindunganl hukum adalahl adanya upayal 

melindungi kepentinganl seseorang denganl cara mengalokasikanl suatu Hakl 

Asasi Manusial kekuasaan kepadanyal untuk bertindakl dalam rangkal 

kepentingannya tersebut
17

.  
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2. Menurutl Setiono perlindunganl hukum adalahl tindakan ataul upaya untukl 

melindungi masyarakatl dari perbuatanl sewenang-wenangl oleh penguasal 

yang tidakl sesuai denganl aturan lhukum, untuk mewujudkanl ketertiban danl 

ketentraman sehinggal memungkinkan manusial untuk menikmatl 

martabatnya sebagail manusia
18

.  

3. Menurutl Philipus lM. Hadjon Selalul berkaitan denganl kekuasaan. Adal dua 

kekuasaanl pemerintah danl kekuasaan lekonomi. Dalam hubunganl dengan 

kekuasaanl pemerintah, permasalahanl perlindungan hukuml bagi rakyatl 

(yang diperintahl), terhadap pemerintahl (yang memerintahl). Dalam 

hubunganl dengan kekuasaanl ekonomi, permasalahanl perlindungan hukuml 

adalah perlindunganl bagi sil lemah (ekonomil) terhadap sil kuat (ekonomil), 

misalnya perlindunganl bagi pekerjal terhadap pengusaha
19

. 

Secaral umum, perlindunganl berarti mengayomil sesuatu daril hal-hall yang 

lberbahaya, sesuatu itul bisa sajal berupa kepentinganl maupun bendal atau lbarang. 

Selain itul perlindungan jugal mengandung maknal pengayoman yangl diberikan 

olehl seseorang terhadapl orang yangl lebih llemah. Dengan ldemikian, perlindungan 

hukuml dapat diartikanl dengan segalal upaya pemerintahl untuk menjaminl adanya 

kepastianl hukum untukl memberi perlindunganl kepada wargal negaranya agarl 

hak- haknyal sebagai seorangl warganegara tidakl dilanggar, danl bagi yangl 

melanggarnya akanl dapat dikenakanl sanksi sesuail peraturan yangl berlaku
20

. 

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 
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Menurutl Muchsin bentukl hukum dapatl dibedakan menjadil dua lyaitu:
21

 

al. Perlindungan hukuml Preventif  

Perlindunganl hukum preventifl merupakan perlindunganl yang diberikanl 

oleh pemerintahl dengan tujuanl untuk mencegahl sebelum terjadinyal pelanggaran. 

Hall ini terdapatl dalam peraturanl perundang-undanganl dengan maksudl untuk 

mencegahl suatu pelanggaranl serta memberikanl rambu-rambul atau batasanl-

batasan dalaml melakukan suatul kewajiban. 

bl. Perlindungan Hukuml Represif 

Perlindunganl Hukum Represif merupakanl perlindungan akhirl berupa 

sanksil seperti dendal penjara danl hukuman tambahanl yang diberikanl apabila 

sudahl terjadi sengketal atau telahl melakukan suatu lpelanggaran. 

3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum 

al. Adanya Perlindunganl Pemerintah padal Warganya 

Unsurl perlindungan hukuml yang pertamal adalah adanyal perlindungan daril 

pemerintah kepadal warganya pemerintahl berkewajiban untukl memberikan 

perlindunganl hukum kepadal warga lnegaranya, dengan menerapkanl sistem 

peradilanl yang jujurl dan ladil. 

bl. Adanya Jaminanl 

Unsurl perlindungan hukuml berikutnya adalahl adanya jaminanl pihak yangl 

terlibat dalaml perkara lhukum. Jaminan yangl dimaksud berkaitanl dengan kasusl 

hukum yangl sedang dijalanil oleh setiapl warga lnegara, misalnya sepertil 

penyediaan lpengacara, sehingga tiapl orang yangl terlibat dalaml perkara hukuml 

merasa lterlindungi. 

                                                           
21

 Muchsin, Disertasi, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” 

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm, 1421.  



cl. Adanya Kepastianl Hukum 

Selainl adanya ljaminan, perlindungan hukuml juga harusl memiliki unsurl 

kepastian lhukum. Artinya suatul kasus hukuml tidak dibuatl berlarut-larutl dan tidakl 

jelas statusl dari pihakl yang lterlibat. Kepastian hukuml ini pentingl sehingga tiapl 

orang tidakl terjebak dalaml kasus hukum yangl tidak pasti
22

. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Disabilitas 

1. Pengertian Disabilitas  

Disabilitasl adalah suatul ketidakmampuan melakukanl suatu 

aktivitasl/kegiatan tertentul sebagaimana layaknyal orang normall yang disebabkanl 

oleh kondisil hilangnya ataul ketidakmampuan baikl psikologis, maupunl kelainan 

strukturl anatomi. Disabilitasl atau difabell sendiri berasall dari katal different abilityl 

yang berartil orang yangl memiliki kemampuanl berbeda
23

. 

Menurutl UU lNo. 8 Tahunl 2016 Tentangl Penyandang lDisabilitas, bahwa 

penyandangl disabilitas adalahl setiap orangl yang mengalamil keterbatasan lfisik, 

intelektual, lmental, dan ataul sensorik dalaml jangka waktul lama yangl dalam 

berinteraksil dengan lingkunganl dapat mengalamil hambatan danl kesulitan untukl 

berpartisipasi secaral penuh danl efektif denganl warga negaral lainnya berdasarkanl 

kesamaan lhak. 

 Istilahl yang masihl berkaitan denganl orang yangl memiliki keterbatasanl 

yaitu penyandangl ketunaan. Tunal merupakan katal sifat, sedangl kata bendanyal 

adalah lketunaan. Secara bahasal diartikan kerugianl atau lkerusakan. Kata yangl 
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sebelumnya, cacatl merupakan katal yang kurangl tepat jikal harus digunakanl untuk 

manusial sehingga diperhalusl dengan katal tuna.  

Istilahl kecacatan jugal sudah digantikanl dengan istilahl ketunaan. Istilahl 

penyandang ketunaanl cukup lrealistik, karena menggambarkanl keadaan yangl 

sesuai denganl kenyataan. Selainl itu penggunaanl istilah ketunaanl juga tidakl 

mengandung istilahl merendahkan. Sehinggal istilah kegunaanl lebih diterimal 

secara luasl oleh penyandangnyal maupun olehl masyarakat lluas.  

Disabilitasl tidak semuanyal berasal daril bawaan llahir, tetap jugal dapat 

disebabkanl oleh bencanal alam, lkecelakaan, peperangan, danl lain lsebagainya. 

Penyebab-penyebabl tersebut mengakibatkanl seseorang harusl menggunakan 

kemampuanl yang berbedal dalam meraihl sesuatu. Sehinggal mereka memilikil 

kemampuan berbedal dibandingkan masyarakatl pada lumumnya. 

2. Macam-macam Penyandang Disabilitas 

Terdapat beberapa jenisl orang denganl kebutuhan khususl/disabilitas. Inil 

berarti bahwal setiap penyandangl disabilitas memilikil defenisi masingl-masing 

yangl mana kesemuanyal memerlukan bantuanl untuk tumbuhl dan berkembangl 

secara lbaik. Jenis-jenisl penyandang disabilitas
24

: 

l1. Disabilitas Mentall 

Kelainanl mental inil terdiri ldari: 

a. Mentall Tinggi, seringl dikenal denganl orang berbakatl intelektual, dil 

mana selainl memiliki kemampuanl intelektual dil atas ratal-rata dial juga 

memilikil kreativitas danl tanggungjawab terhadapl tugas. 
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b. Mentall Rendah, kemampuanl mental rendahl atau kapasitasl intelektual/IQl 

(Intelligence Quotientl) di bawahl rata-ratal dapat dibagil menjadi 2l 

kelompok yaitul anak lambanl belajar (slowl learnes) yaitul anak yangl 

memiliki IQl (Intelligence Quotientl) antara 70l-90. Sedangkanl anak yangl 

memiliki IQl (Intelligence Quotientl) di bawahl 70 dikenall dengan anakl 

berkebutuhan lkhusus. 

c. Berkesulitanl Belajar lSpesifik, berkesulitan belajarl berkaitan denganl 

prestasi belajarl (achievment) yangl diperoleh  

l2. Disabilitas Fisikl 

Kelainanl ini meliputil beberapa lmacam, yaitu: 

a. Kelainanl Tubuh (Tunal Daksa) 

Tunadaksal adalah individul yang memilikil gangguan gerakl yang disebabkanl 

oleh kelainanl neuro-muskularl dan strukturl tulang yangl bersifat lbawaan, 

sakit ataul akibat kecelakaanl (kehilangan organl tubuh), poliol dan llumpuh. 

b. Kelainanl Indera Penglihatanl (Tuna Netral) 

Tunanetral adalah individul yang memilikil hambatan dalaml penglihatan. 

Tunanetral dapat diklasifikasikanl kedalam dual golongan lyaitu: buta totall 

(blind) danl low lvision. 

c. Kelainanl Pendengaran (Tunarungul) 

Tunarungul adalah individul yang memilikil hambatan dalaml pendengaran 

baikl permanen maupunl tidak lpermanen. Karena memilikil hambatan dalaml 

pendengaran individul tunarungu memilikil hambatan dalaml berbicara 

sehinggal mereka biasal disebut ltunawicara.  

d. Kelainanl Bicara (Tunawicaral) 



Tunawicara adalahl seseorang yangl mengalami kesulitanl dalam 

mengungkapkanl pikiran melaluil bahasa lverbal, sehingga sulitl bahkan tidakl 

dapat dimengertil oleh orangl lain. Kelainanl bicara inil dapat dimengertil oleh 

orangl lain. Kelainanl bicara inil dapat bersifatl fungsional dil mana 

kemungkinanl disebabkan karenal ketunarunguan, danl organik yangl memang 

disebabkanl adanya ketidaksempurnaanl organ bicaral maupun adanyal 

gangguan padal organ motorikl yang berkaitanl dengan lbicara.  

l3. Tunaganda (disabilitasl ganda) 

Penderital cacat lebihl dari satul kecacatan (yaitul cacat fisikl dan mentall)
25

. 

4. Autisl 

Autismel ialah suatul kondisi mengenail seseorang yangl didapatkannya sejakl 

lahir ataul masa lbalita, yang membuatl dirinya tidakl dapat berhubunganl sosial ataul 

komunikasi secaral normal. Ditinjaul dari segil bahasa, autisl berasal daril bahasa 

Yunanil yang berartil “sendiri”. Hall ini dilatarl belakangi karenal anak autisl pada 

umumnyal hidup denganl dunianya lsendiri, menikmati lkesendirian, dan takl ada 

seorangpunl yang mendekatinyal selain orangl tuanya
26

. 

 

 

3. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas  

Berdasarkanl penelitian normatifl dan mengamatil kenyataan dalaml 

perkembangan sosiall disimpulkan bahwal perlindungan terhadapl hak-hakl 
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penyandang disabilitasl menggambarkan hakl konstitusional sebagaimanal 

dimaksud pasall 28 Hl ayat (2l) Undang-Undangl Dasar l1945, ditegaskan denganl 

Undang-Undangl ratifikasi konvensil mengenai hakl-hak penyandangl disabilitas. 

Perlindunganl penyandang disabilitasl ditingkat daerahl sangatlah pentingl 

dituangkan dalaml peraturan daerahl sebagai saranal keberpihakan pemerintahl 

daerah terhadapl penyandang ldisabilitas, hal inil juga sesuail dengan rumusanl 

Undang-Undangl Nomor 4l Tahun 1997l dan Undangl-Undang Nomorl 19 Tahunl 

2011. 

Sebuahl pengakuan sempurnal terhadap Hakl Asasi Manusial ialah dalaml 

wujud lpenghormatan, pembelaan, perlindunganl dan penjaminanl terhadap 

terpenuhinyal Hak Asasil Manusia tanpal diskriminasi. Tanpal pengecualian, siapal 

dan lbagaimana, Hak Asasil Manusia berlakul luas bagil setiap individul lainnya. 

Perlindunganl dari hakl-hak yangl terkandung dalaml konsep Hakl Asasi Manusial 

tersebut berlakul ketika terdapatl hak seorangl atau individul maupun kelompokl 

yang dilanggarl maupun melanggarl hak sesamanyal apalagi sampail merampas. 

Sebagail hak ldasar, Hak Asasil Manusia mempunyail ruang lingkupl yang sangatl 

luas. 

 Asasl Perlindungan danl Pemenuhan Hakl Penyandang Disabilitasl pada 

dasarnyal sesuai denganl asas pembangunanl nasional, khususnyal asas demokrasil 

Pancasila sertal asas adill dan lpemanfaatan. Perlindungan danl Pemenuhan Hakl 

Penyandang Disabilitasl mempunyai banyakl dimensi danl keterkaitan denganl 

berbagai pihakl yaitu antaral pemerintah, Penyandangl Disabilitas danl masyarakat. 

Olehl sebab litu, Perlindungan danl Pemenuhan Hakl Penyandang Disabilitasl 

dilaksanakan secaral terpadu dalaml bentuk peraturanl yang salingl melindungi. 



 “Perlindunganl penyandang disabilitasl menggambarkan istilahl yang dipakail 

untuk menggambarkanl perlindungan hukuml yang diberikanl kepada penyandangl 

disabilitas dalaml usahanya untukl memenuhi kebutuhannyal dari hall-hal yangl 

dapat merugikanl penyandang disabilitasl itu lsendiri. Pada lakhirnya, perlindungan 

inil juga dapatl diartikan sebagail penggakuan bahwal diskriminasi berdasarkanl 

disabilitas menggambarkanl pelanggaran terhadapl martabat danl nilai yangl 

melekat padal setiap lorang. Disamping litu, perlindungan penyandangl disabilitas 

jugal dapat diartikanl sebagai upayal menciptakan lingkunganl dan fasilitasl umum 

yangl 37 aksesibell demi kesamaanl kesempatan bagil penyandang disabilitasl untuk 

hidupl mandiri danl bermasyarakat”
27

. 

C. Tinjauan Mengenai Pengupahan 

1. Pengertian Upah 

Setiapl pekerja berhakl memperoleh penghasilanl yang layakl bagi 

lkemanusiaan. Penghasilan yangl layak adalahl penerimaan ataul pendapatan 

pekerjal dari hasill pekerjaannya yangl mampu memenuhil kebutuhan hidupl pekerja 

danl keluarganya secaral wajar meliputil makanan/lminuman, sandang, lperumahan, 

pendidikan sertal kesehatan danl jaminan haril tua
28

. 

 Pasal 1l angka 30l Undang Undangl Nomor 13l Tahun 2003l Tentang 

ketenagakerjaanl menyatakan bahwal upah merupakanl hak pekerjal yang dil terima 

danl dinyatakan dalaml bentuk uangl sebagai imbalanl dari pengusahal atau pemberil 

kerja kepadal pekerja yang dil tetapkan daril dan dibayarkanl menurut suatul 

perjanjian lkerja, kesepakatan ataul peraturan perundanganl- undangan termasukl 
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tunjangan bagil pekerja dan keluarganyal atas suatul pekerjaan danl/atau jasal yang 

telahl atau akanl dilakukan
29

.  

Kamusl Besar Bahasal Indonesia mendeskripsikanl bahwa upahl adalah uangl 

dan sebagainyal yang dibayarkan sebagai pembalasl jasa ataul sebagai pembayaranl 

tenaga yangl sudah dikeluarkanl mengerjakan lsesuatu. Selain pengertianl mengenai 

upahl pada Undangl Undang Nomorl 13 Tahunl 2013 tentangl Ketenagakerjaan, jugal 

diatur dalaml Pasal 1l Peraturan Pemerintahl Republik Indonesial Nomor 78 Tahunl 

2015 tentang Perlindunganl Upah. Upahl adalah hakl pekerjal yang diterimal dan 

dinyatakanl dalam bentukl uang sebagail imbalan daril pengusaha ataul pemberi 

kerjal kepada pekerjal yangl ditetapkan danl dibayarkan menurutl suatu perjanjianl 

kerja, lkesepakatan, atau peraturanl perundang-lundangan, termasuk tunjanganl bagi 

pekerjal danl keluarganya atasl suatu pekerjaanl dan/ataul jasa yangl telah ataul akan 

dilakukan
30

. 

2. Macam-macam Sistem Upah  

Sisteml pengupahan merupakanl suatu unsurl penting yangl harus dipenuhi 

demil terciptanya hubunganl baik terhadapl pekerja danl pemberi kerjal di dalaml 

suatu hubunganl kerja secaral umum ditemukanl beberapa pendekatanl yang dapatl 

digunakan olehl pemberi kerjal atau pengusahal di dalaml menentukan jumlahl upah 

yangl akan dibayar oleh lpekerja, yaitu
31

: 

al. Sistem Upahl Menurut Waktul 

Sisteml upah menurutl waktu yaitul sistem upaya mendasar pembayaranl 

upahnya berdasarkanl waktu kerjal orang yangl bekerja, satuanl waktu tersebutl 
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dapat ditentukanl berdasarkan waktul kerja perl jam, perl minggu, perl hari maupunl 

per lbulan. Adapun kekuranganl dari sisteml pengupahan berdasarkanl waktu yaitul 

seringkali seorangl pekerja kurangl giat sertal kurang telitil dalam melakukanl suatu 

pekerjaanl karena besarnyal upah yangl diterima tersebutl tidak ditentukanl 

berdasarkan prestasil kerja lpekerja 
32

.  

bl. Sistem Upahl Borongan  

Dalaml sistem pemboronganl pekerjaan padal umumnya dilakukanl oleh suatul 

instasi pemerintah, danl juga direksil lazim ditunjukl dari instansil yang memilikil 

kewenangan, selainl itu biasanyal instansi pekerjaanl umum dengan penugasanl 

ataupun denda atasl dasar perjanjianl kerja
33

. 

cl. Sistem Upahl Bagi Hasill  

Padal prinsip sisteml pengupahan bagil hasil merupakanl sistem upahl yang 

membagi sebagianl keuntungan perusahaanl kepada tenagal kerja sebagail teman 

atas penghasilanl yang diterima dil luar upahl yang secaral periodik diterimal oleh 

pekerjal tersebut 
34

. 
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d. Sisteml Upah Menurutl Prestasi 

Sisteml upah berdasarkanl prestasi yaitul sistem rupa yangl menentukan upahl 

sesuai denganl prestasi kerjal yang diperoleh paral pekerja. Denganl demikian, besarl 

upah yangl diperoleh oleh pekerjal tergantung padal banyak ataul sedikitnya hasill 

yang dicapai dalaml kurun waktul tertentu olehl empat orang pekerja. 

e. Sisteml Upah Skalal  

Sisteml upah skalal merupakan sisteml upaya yang penentuanl besaran 

upahnyal didasarkan atasl kemajuan danl kemunduran daril hasil lpenjualan. Ketika 

penjualanl meningkat lupa akanl bertambahnya, begitupun lsebaliknya. 

f. Sisteml Upah Premil 

Sisteml upah premil yaitu kombinasil dan sistem upahl prestasi yangl ditambah 

sejumlah premil tertentu.  

g. Sisteml Bonus 

Setiapl perusahaan, linstansi, organisasi ataupunl badan usahal akan 

memberikanl gaji sebagail kompensasi atasl pekerjaan seorangl karyawan atas 

seorang yangl bekerja dalaml suatu perusahaanl dan disampingl memberi gaji pokokl 

pada lkaryawan, setiap instasi jugal seringkali memberikanl bonus kepadal yang 

berhakl untuk mendapatkanl gaji bonus, bonus gajil itu diberikanl bersamaan 

denganl pemberian gajil untuk setiapl bulannya. Kriterial yang digunakanl untuk 

menentukanl karyawan yangl memiliki prioritasl untuk memperolehl gaji tersebutl 

meliputi lkehadiran, tanggung ljawab, kejujuran maupunl sikap karyawanl tersebut 

dalaml bekerja
35

. 

  

                                                           
35

 Nuriadi Manurung, ”Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Karyawan 

menggunakan metode AHP”,  jurnal teknologi informasi, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2017, hlm 48-49.  



h. Sisteml Upah Indeksl Biaya Hidupl 

Sisteml upah berdasarkanl atas indeksl biaya hidupl adalah sisteml upah yangl 

mengaitkan pemberianl upah denganl naik turunnyal biaya lhidup. Oleh karenal itu, 

ketikal biaya hidupl meningkat makal upah yangl dibayarkan kepadal pekerja akanl 

dinaikkan, begitupunl sebaliknya. Dalaml sistem upahl indeks biayal hidup, upahl 

tersebut dapatl dibayarkan kepadal pekerja dalaml bentuk lbarang, contohnya 

lsembako.  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitianl ini yaitul mengetahui perlindungan yang diberikan 

terhadapl pekerja (Informal) disabilitas menurut undangl-undang nomorl 6 tahun 

2023 tentangl cipta kerjal dan bagaimana tindakan hukuml terhadap pekerjal 

(Informal) disabilitas yang tidakl mendapatkan perlindungan hukuml menurut 

undang-undangl nomor 6l tahun 2023l tentang ciptal kerja. 

B. Jenis Penelitian  

Berdasarkanl masalah yangl diteliti, jenisl penelitian yangl digunakan penulisl 

dalam penulisanl skripsi inil adalah penelitianl yuridis lempiris. Penelitian yuridisl 

empiris adalahl penelitian hukuml mengenai pemberlakuanl atau implementasil 

ketentuan hukuml normatif secaral in actionl pada setiapl peristiwa hukuml tertentu 

yangl terjadi dalaml masyarakat
36

. Atau denganl kata lainl yaitu suatul penelitian 

yangl dilakukan terhadapl keadaan sebenarnyal atau keadaanl nyata yangl terjadi dil 

masyarakat dengan maksudl untuk mengetahuil dan menemukanl fakta-faktal dan 

datal yang ldibutuhkan, setelah datal yang dibutuhkanl terkumpul kemudianl menuju 

kepadal identifikasi masalahl yang padal akhirnya menujul pada penyelesaianl 

masalah
37

. 

 

  

                                                           
36

 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” , (Bandung, Citra Aditya 

Bakti), 2004, hlm 134. 
37

 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15. 



C. Sumber Bahan Hukum 

 Sumberl data yangl digunakan dalaml penulisan skripsi ini adalahl sebagai 

lberikut: 

a) Datal Primer 

Datal primer adalahl data yangl diperoleh langsungl dari masyarakat. Adapun 

data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihakl berkepentingan yangl 

bisa menyediakanl informasi yangl diperlukan berkenaanl dengan masalahl 

yang hendakl diselidiki. Wawancaral dilakukan denganl Ibu Lusia Cusita 

Winarti, Skom., Mpd sebagai Kepala Sekolah SLBA Karyal Murni yangl 

beralamat dil Jalan. Karyal Wisata lNo. 6, Gedungl Johor, Kotal Medan, 

Sumateral Utara.  

b) Datal Sekunder 

Datal sekunder merupakan datal yang diperolehl dari dokumenl-dokumen 

lresmi, buku-bukul dan hasil penelitian yang bersifat laporan, kamusl hukum, 

jurnall hukum danl peraturan perundangl-undangan.  

c) Data Tersierl 

Data tersierl yaitu bahanl hukum yangl merupakan pelengkapl yang sifatnyal 

memberikan petunjukl atau penjelas tambahanl terhadap bahanl hukum 

primerl dan lsekunder. Bahan hukuml tersier yangl terdapat dalaml penelitian 

misalnyal kamus lhukum, kamus besarl bahasa indonesial (KBBI).  

D. Metode Pendekatan 

Dalaml penelitian hukuml ini terdapatl beberapa pendekatanl yang akanl 

digunakan lpenulis, antara llain: 

a. Pendekatanl Undang-Undangl (Statute Approachl) 



Pendekatanl ini dilakukanl dengan menelaahl semua peraturanl perundang-

undanganl yang terkaitl dengan masalahl yang ldikaji. Dengan metodel 

pendekatan peraturanl perundang-undanganl penulis dapatl melihat ketentuanl 

perundang-undanganl tersebut yaitul pendekatan terhadapl Undang-Undangl 

Nomor 6 Tahunl 2023  Tentang Ciptal Kerja. 

b. Pendekatanl Kasus (Casel Approach)  

Pendekatanl kasus dilakukanl dengan mempelajaril penerapan normal-norma 

ataul kaidah hukuml yang dilakukanl dalam praktikl hukum, terutamal terkait 

Undangl-Undang Nomorl 6 Tahunl 2023  Tentangl Cipta Kerjal terkait dengan 

isu hukum yangl dihadapi. Penulis akan mempelajari perlindunganl hukum 

terhadapl pekerja yang disabilitas menurutl undang-undangl nomor 6 tahunl 

2023 tentang ciptal kerja. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitianl Lapangan (fieldl research). Salahl satu metodel pengumpulan 

datal dalam penelitianl yang digunakanl oleh penulisl untuk mengetahui 

datal melalui wawancaral dan pengamatanl serta interaksil ataupun 

berkelompokl berdasarkan pembahasanl yang lada. 

2. Studil kepustakaan (libraryl research). Sehubunganl dengan pembahasan 

dalaml penelitian inil maka pengumpulanl data dilakukanl melalui studil 

kepustakaan, penelitil akan mengumpulkanl informasi daril kepustakaan 

yangl berhubungan. Sumberl-sumber kepustakaanl dapat diperolehl dari 

lbuku, jurnal, lmajalah, hasil-hasill penelitian (tesisl dan disertasil), dan 

sumberl-sumber lainnyal yang sesuail (internet, koranl dll).  

 



F.  Metode Analisis Data 

Berdasarkanl pendekatan penelitianl diatas, maka jenis penelitianl dan jenisl 

data dalaml penelitian inil menggunakan metode analisis datal yaitu metode analisis 

data kualitatif yang merupakanl metode analisis datal kualitatif yang tidakl 

menggunakan langka, melainkan memberikanl gambaran-lgambaran, dengan katal-

kata ataul temuan-temuanl yang adal dalam masyarakatl karenanya lebihl 

mengutamakan mutul/kualitas daril data kemudianl dihubungkan denganl sumber-

sumber lain yang berkaitanl dengan perlindunganl hukum terhadapl perkerja yang 

disabilitas. 



 

 

 


